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 Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan hukum surat 
keterangan tanah sebagai syarat pensertipikatan tanah dan akibat hukum 
penghapusan surat keterangan tanah sebagai syarat pensertipikatan tanah. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan mengambil data 
dan informasi dari Warga, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
Provinsi Sulawesi Selatan,  Kota Makassar, Kantor Kelurahan Parang 
Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Data yang diperoleh baik 
primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan 
secara deskriptif.. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kedudukan hukum surat 
keterangan tanah dari Kepala Desa/Lurah sebagai syarat sertipikat tanah 
adalah dokumen pelengkap ketika syarat dokumen tidak lengkap atau tidak 
ada sama sekali yang mekanismenya telah diatur dalam Permenag No.3/97. 
2) Konsekuensi hukum dihapuskannya surat keterangan tanah sebagai 
syarat dalam pensenyertipikatan tanah adalah terjadi perubahan mekanisme 
dalam pensertipikatan tanah. Berdasarkan Surat Edaran No. 
1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
Masyarakat, jadi, ketika pemohon sertipikat memiliki dokumen persyaratan 
kurang lengkap atau tidak ada sama sekali seperti yang telah diatur dalam 
Permenag No.3/97, maka surat keterangan tanah dan surat pernyataan tidak 
lagi diperlukan melainkan surat pernyataan fisik bidang tanah. Surat 
pernyataan fisik bidang tanah memiliki karakteristik yang hampir sama 
dengan surat keterangan tanah. Namun, ketika kita melihat pada implikasi 
hukum yang ditimbulkan dari keduanya itu berbeda. 
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A. Latar Belakang 
Permukaan bumi yang beragam dari lautan dan daratan dengan 
tipografi yang beragam mulai dari datar,berombak, bergelombang, berbukit 
sampai dengan bergunung. Bagian dari dataran yang dipergunakan secara 
langsung untuk kepentingan manusia lazimnya disebut tanah yang 
merupakan salah satu sumber daya alam penghasil barang dan jasa serta 
berperan penting sekali bagi penghidupan dan kehidupan manusia, bahkan 
menentukan peradaban sesuatu bangsa. Peradaban itu akan berlangsung 
kebesarannya selama bangsa itu menggunakan tanah dan sumber daya 
alam lainnya secara bijaksana.1 
 Dari hal tersebut menjelaskan bahwa pentingnya sebuah negara 
sebagai organisasi kekuasaan dalam suatu wilayah yang mempunyai 
kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat untuk mensejahterahkan 
rakyatnya dengan melakukan pengelolaan sumber daya alam (dalam hal ini 
tanah) secara bijak, yakni sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) dan 
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 Soedjarwo Soemihardjo, Mengkritisi Undang-undang Pokok Agraria. Meretas Jalan Menuju 
Penataan Kembali Politik Agraria Nasional, Jakarta, Cerdas Pustaka, 2009, hlm. 105 
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Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria (selanjutnya disingkat UUPA). 
UUPA dianggap sebagai master piece dalam sejarah pembuatan 
peraturan perundang-undang di Indonesia. Bahkan menurut Mahfud MD 
bahwa UUPA merupakan produk hukum yang sangat responsif, berwawasan. 
Upaya dalam merealisasikan hal tersebut tertuang jelas dalam perundang-
undang di Indonesia. Bahkan menurut Mahfud MD bahwa UUPA merupakan 
produk hukum yang sangat responsif, berwawasan kebangsaan, mendobrak 
watak kololonialis yang mencengkram Bangsa Indonesia sampai 15 tahun 
menjadi bangsa dan negara merdeka (1945-1960). Walaupun, sesungguhnya 
UUPA tersbut lahir pada masa demokrasi terpimpin di dalam konfigurasi 
politik yang otoritarian, tetapi ternyata karakternya sangat responsif, pada 
konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu.2 
Salah satu poin penting dalam  UUPA adalah pendaftaran tanah, hal ini 
dapat dilihat di Bab II Bagian II tentang pendaftaran tanah pada Pasal 19. 
Pendaftaran tanah menurut Prof. Boedi Harsono disimpulkan sebagai suatu 
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara/pemerintah secara terus 
menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu 
mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, 
pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam 
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 Farida Patittingi (Selanjutnya disebut Farida Patittingi I), Penegakan Hukum di Bidang 
Pertanahan, Suatu Tinjauan Teoritik, Jurnal Amanagappa, Volume16 Nomor 4, Desember 
2008, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008, hlm.337  
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rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, 
termasuk penerbitan tanda bukti dan pemeliharaannya.3 
Implementasi dari ketentuan Pasal 19 UUPA tersebut, oleh 
Pemerintah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 
Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat PP 
Pendaftaran Tanah ). Dalam PP Pendaftaran Tanah terdapat ketentuan 
tentang pembuktian hak lama  yang diuraikan  dalam Pasal 24 untuk 
mengakomodir sulitnya membuktikan hak tersebut akibat ketiadaan bukti-
bukti tertulis yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah, khususnya yang 
ada di pedesaan (dalam hal ini hak atas tanah menurut hukum adat). 
Masyarakat pedesaan pada umumnya masih tunduk pada hukum adatnya, 
tidak terbiasa menggunakan bukti tertulis sebagai alat pembuktian hak atas 
tanahnya. Pada umumnya mereka hanya mampu membuktikan hak atas 
tanahnya dengan bukti nyata bahwa ia menduduki atau menguasai secara 
fisik tanahnya tersebut.4 
Penilaian yuridis terhadap penguasaan fisik secara turun-menurun 
dalam praktek pendaftaran tanah serta penegasannya secara normatif telah 
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 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta, Djambatan, 2003, 
hlm. 72. 
4
 Farida Patittingi (Selanjutnya disebut Farida Patittingi II), Penegasan Alasan Hak 
Penguasaan Fisik Turun-Temurun Dalam Praktik Pendaftaran Tanah, dalam Jurnal 
Amanagappa, vol.19 No.4, Desember 2011, Makassar, Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, 2011, hlm.356  
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ditentukan dalam PP Pendaftaran Tanah beserta peraturan pelaksanaannya, 
yaitu Peraturan Menteri Negara  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut 
Permenag No.3/1997), yang  pada intinya harus memenuhi kriteria yuridis, 
yaitu penguasaan atas tanah tersebut dilakukan secara nyata oleh yang 
bersangkutan dan sudah berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih 
secara berturut-turut, dan tanah milik tersebut terdaftar dalam persil/kohir di 
Kantor Kelurahan tempat tanah tersebut berada. Kenyataan penguasaan fisik 
dan pembuktiannya tersebut harus dituangkan dalam bentuk surat 
penguasaan fisik dan dapat mengangkat sumpah dihadapan Satgas 
Pengumpul Data Yuridis. Selain itu harus dilengkapi dengan keterangan dari 
sekurang-kurangnya 2  (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya 
dan dianggap cukup, serta kesaksiannya dari kepala Desa atau Lurah.5 
Keterangan dari kepala desa/lurah itulah yang disebut surat keterangan 
tanah. 
Dari hasil Pra Penelitian yang penulis temukan bahwa surat 
keterangan tanah memiliki urgensitas dalam proses pensertifikatan tanah 
dikarenakan surat keterangan tanah adalah surat yang menjelaskan, secara 
detail tentang subjek dan objek. Subjek dalam artian identitas dari yang 
menguasai dari tanah dan objek dalam artian ukuran-ukuran atau batasan-
                                                          
5
 Ibid, hlm 356 
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batasan dari tanah tersebut. Di samping itu, dalam surat keterangan tanah 
juga terdapat saksi-saksi yang di mana saksi itu juga dapat diminta 
keterangan tentang pernyataan orang yang berbatasan dengan objek (tanah) 
tersebut.6 
Berkaitan dengan dinamika ketatanegaraan, Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) memberi target kepada Kementerian Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) agar melakukan percepatan pensertifikatan 
tanah. Untuk mempercepat realisasinya, Jokowi menyarankan bekerja sama 
dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota7. Semangat 
percepatan penyertifikatan tanah pun dapat dilihat dalam Peraturan Menteri 
Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia  Nomor 28 Tahun 2016  Tentang  Percepatan Program Nasional 
Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis (Permen ATR/BPN 28/2016), 
yang pada intinya bahwa perlu dilakukan percepatan penetapan hak dan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam rangka 
pemberian jaminan kepastian hukum. Di samping itu, juga diperlukan 
langkah-langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional  sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya untuk melaksanakan 
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 Hasil wawancara penulis, Rosita Siswati, SH, Kepala Seksi Pendaftaran, Peralihan dan 
Pembebanan Hak  dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kantor Wilayah  Badan Pertanahan 
Provinsi  Sulawesi Selatan,  pada Tanggal 15 Desember 2016, Pukul 10:20 WITA. 
7
 Akses dari http://www.bpn .go.id/Berita/Berita-Pertanahan/jokowi-minta-percepatan-
reformasi-agraria-63897 diakses pada tanggal 17 Desember  2016 
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serta menyelesaikan masalah dan hambatan dalam pelaksanaan penetapan 
hak dan pendaftaran tanah selama ini. 
Menteri Agraria dan Tata Ruang menerbitkan Surat Edaran Nomor 
1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
Masyarakat, tepatnya pada Tanggal 14 April 2016. Sehubungan dengan 
Surat Edaran tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang memberikan 
kemudahan untuk percepatan pendaftaran tanah masyarakat dan 
meringankan pembiayaan pendaftaran tanah bagi masyarakat. Dalam 
memberikan kemudahan percepatan pendaftaran tanah, tidak lagi 
dicantumkan  surat keterangan tanah sebagai syarat penyertipikatan  seperti 
yang diatur dalam Pasal 76 (3) huruf b Permenag No.3/1997 yang 
menyatakan bahwa  ketika tidak lengkap atau sama sekali tidak mempunyai 
dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan, maka cukup dibuktikan 
dengan surat pernyataan sebagaimana yang terlampir dalam Surat Edaran 
tersebut.  
 Surat Edaran No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pendaftaran Tanah Masyarakat merupakan instrument hukum yang 
menghapus surat keterangan tanah sebagai syarat dalam penyertipikatan  
tanah. Dalam hal ini, penulis melihat pemerintah mendorong percepatan 
penyertipikatan  tanah yang salah satu caranya yakni penghapusan surat 
keterangan tanah dari syarat penyertipikatan  tanah. Langkah pemerintah 
dalam menghapuskan surat keterangan tanah dari syarat penyertipikatan  
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tanah memiliki dampak positif terkhusus pada masyarakat yang status 
tanahnya belum bersertipikat yakni terjadinya percepatan proses pengurusan 
sertipikat yang selama ini proses pengurusan sertipikat membutuhkan waktu 
bertahun-tahun. Namun, di sisi lain jika surat keterangan tanah dihapuskan 
dalam upaya penyederhanaan pelaksanaan pendaftaran tanah muncul 
berbagai permasalahan baru dikarenakan surat keterrangan tanah yang 
diterbitkan dari Kepala Desa/Lurah menerapkan asas kecermatan8 dalam 
proses penyertipikatan  tanah sehingga meminimalisir kerugian yang akan 
ditimbulkan dan ketika pemerintah menghapus surat keterangan tanah dari  
kelurahan sebagai syarat penyertipikatan maka memperbesar potensi 
kerugian yang akan ditimbulkan akibat ketidakcermatan dalam proses 
penyertipikatan .  
B. Rumusan masalah 
 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan dua 
masalah, yaitu: 
1. Bagaimana kedudukan hukum surat keterangan tanah dari Kepala 
Desa/Lurah sebagai syarat penyertipikatan  tanah? 
2. Bagaimana konsekuensi hukum dihapuskannya surat keterangan 
tanah dari Kepala Desa/Lurah sebagai syarat penyertipikatan  tanah? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui kedudukan hukum surat keterangan tanah dari 
Kepala Desa/Lurah sebagai syarat penyertipikatan tanah. 
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum dihapuskannya surat 
keterangan tanah dari Kepala Desa/Lurah sebagai syarat 
penyertipikatan  tanah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu 
hukum, mengenai dihapusnya surat keterangan tanah dari Kepala 
Desa/Lurah sebagai syarat penyertipikatan  tanah. 
2. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi pedoman bagi instansi-instansi, badan-badan maupun 
masyarakat dalam mengambil kebijakan maupun keputusan yang 
berhubungan dengan dihapusnya surat keterangan tanah dari Kepala 










A. Surat Keterangan Tanah 
Surat keterangan tanah seperti ditentukan pada Pasal 18 PP Nomor 
10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 
No.10/1961)  adalah surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah 
berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tokoh-tokoh 
masyarakat, kemudian dikuatkan oleh Camat yang berisikan keterangan 
tentang pembuktian hak atas tanah adat yang belum terdaftar, sehubungan 
tanah tersebut akan dialihkan atau akan diajukan permohonan haknya. Jadi 
sahnya surat keterangan tanah adalah sejak dikuatkan dengan 
ditandatangani oleh Camat sebagai kepala kecamatan yang menurut PP 
Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Camat  
sebagai perangkat daerah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan 
Walikota/Bupati, bukan kedudukan Camat sebagai PPAT yang diangkat 
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Propinsi.9 
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 Upik Hamidah, Peran Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Dalam Pelayanan 
Pertanahan  (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Timur), dalam  Jurnal Ilmu Hukum Fiat 
Justitia, Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 
2012, hlm 5 
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Pembuatan surat keterangan tanah oleh Kepala Desa/ Lurah yang 
kemudian dikuatkan oleh Camat tidak memerlukan waktu lama. Tetapi, 
terkadang penyelesaian surat keterangan tanah menjadi agak terhambat, 
karena pihak-pihak yang akan menandatangani berita acara pemeriksaan 
tanah dan pernyataan tokoh-tokoh masyarakat sebagai dasar dibuat dan 
dikuatkanya surat keterangan tanah, seperti ketua lingkungan, ketua RT/RW 
dan pemilik pemilik tanah yang berbatasan memerlukan waktu yang lama.10 
Adapun landasan hukum mengenai surat keterangan tanah 
berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Permenag No.3/1997 yang menjelaskan 
bahwa : 
(3)  Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ada maka 
permohonan tersebut harus disertai dengan: 
a. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal 
sebagai berikut: 
1) bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah 
yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara 
berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari 
pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, 
sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya 
tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih; 
2) bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan 
itikad baik; 
3) bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan 
karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh 
masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang 
bersangkutan; 
4) bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa; 
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5) bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang 
tidak sesuai dengan kenyataan, penandatangan bersedia 
dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata 
karena memberikan keterangan palsu. 
b. keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat 
dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat 
dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di 
desa/kelurahan letak tanah yang bersang-kutan dan tidak 
mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat 
kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, 
yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon 
dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk sebagaimana 
tercantum dalam lampiran 14. 
Berdasarkan peratuan-peratuan yang memuat tentang surat 
keterangan tanah maka dapat disimpulkan bahwa surat keterangan tanah 
merupakan surat yang menjelaskan tentang riwayat tanah seseorang yang 
berisi tentang identitas yang menguasai tanah, batas-batas tanah, saksi-saksi 
dan diterbitkan oleh dari Kepala Desa/Lurah atas permohonan dari pemohon. 
B. Pendaftaran Tanah 
Rudolf Hemanses, SH, seorang mantan Kepala Jawatan Pendaftaran 
Tanah dan Menteri Agraria, telah mencoba untuk merumuskan mengenai apa 
yang dimaksud dengan pendaftaran tanah (kadaster). Menurut beliau yang 
dimaksud dengan pendaftaran tanah (kadaster) adalah pendaftaran atau 
pembukuan bidang-bidang tanah dalam daftar-daftar, berdasarkan 
pengukuran dan pemetaan yang seksama dari bidang-bidang itu.11 
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Kemudian menurut Pasal 1 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah dijelaskan 
bahwa : 
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, 
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan 
daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-
bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah 
susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 
 
Dari Pasal 1 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah dapat diuraikan sebagai 
berikut :12 
- Kata-kata “suatu rangkaian kegiatan”, menunjuk pada  adanya 
berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, 
yang berkaitan satu sama lain, berurutan menjadi satu kesatuan 
rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan 
dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang 
pertanahan bagi rakyat. 
- Kata “terus-menerus”  menunjuk pada pelaksanaan kegiatan, yang 
sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul 
dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan 
perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, sehingga tetap 
sesuai dengan keadaaan yang terakhir. 
- Kata “teratur” menunjukkan bahwa semua kegiatan harus 
melandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena 
hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya 
kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-
negara yang melaksanakan Pendaftaran Tanah. 
- Yang dimaksud dengan wilayah adalah wilayah kesatuan 
administrasi pendaftaran yang biasa meliputi suatu negara. 
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Sedangkan kata-kata “tanah-tanah tertentu” menunjuk pada obyek 
Pendaftaran Tanah. 
 
Berdasarkan uraian mengenai pendaftaran Tanah tersebut, maka 
dapat disimpulkan bahwa pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan 
pemerintah yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dan 
teratur yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap 
kepemilikan tanah dengan memberikan surat tanda bukti kepemilikan berupa 
sertipikat. 
Berdasarkan Pasal 2 PP Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah 
dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan 
terbuka. Dalam Penjelasan Atas Pasal 2 PP Pendaftaran Tanah menguraikan 
sebagai berikut : 
1. Asas sederhana, sehingga ketentuan dan prosedur pendaftaran 
tanah tersebut dengan mudah dapat dipahami oleh pihak yang 
berkepentingan, terutama pemegang hak atas tanah. 
2. Asas aman, yaitu hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian 
hukum. 
3.  Asas terjangkau, sehingga biaya  penyelenggaraan pendaftaran 
tanah harus dapat dijangkau oleh pihak-pihak berkepentingan yang 
memiliki kemampuan ekonomi lemah.  
4. Asas mutakhir, bahwa data yang tersedia harus menunjukan 
keadaan yang mutakhir, berkesinambungan, terpelihara, dan 
tercatat setiap perubahannya, dan  
5. Asas terbuka, artinya bahwa setiap data yang tersimpan di Kantor 
Pertanahan harus dalam keadaan nyata, dan setiap orang dapat 
mengakses data tersebut setiap saat. 
 
Tujuan pendaftaran tanah dimuat dalam Pasal 3 PP Pendaftaran 
Tanah,  yaitu: 
14 
 
1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah 
susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang ber-sangkutan,  
2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat 
memperoleh data yang diperlukan dalam mengada-kan perbuatan 
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun yang sudah terdaftar;  
3. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
Menurut Maria S.W. Sumardjono pendaftaran tanah mempunyai 
manfaat  yang dapat diperoleh dengan terselenggaranya pendaftaran tanah 
dapat dipetik oleh tiga pihak, yaitu:13 
1. Pemegang hak atas tanah , yakni untuk keperluan pembuktian 
penguasaan haknya 
2. Pihak yang berkepentingan, misalnya calon pembeli atau calon 
kreditor dan calon untuk memperoleh keterangan tentang yang 
akan menjadi obyek perbuatan hukumnya 
3. Bagi pemerintah dalam rangka mendukung kebijaksanaan 
pertanahannya 
 
Pasal 19 ayat (2) UUPA mengatur bahwa pendaftaran tanah meliputi 
pengukuran, pemetaan, pembukuan, pendaftaran hak-hak atas tanah, 
peralihan hak-hak tersebut dan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang 
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Menurut Pasal 19 ayat (2) UUPA, 
kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, meliputi: 
1. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. 
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 
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3. Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat.14 
 
Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 9 
PP Pendaftaran Tanah, bahwa: 
Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran 
tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum 
didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 
tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini. 
Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat 
dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematik 
dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik 
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas prakarsa 
Pemerintah, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek 
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah 
suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan atas permintaan 
pihak yang berkepentingan, mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran 
tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara 
individual atau massal.15 
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi:16  
a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik Untuk keperluan 
pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan 
pengukuran dan pemetaan. Kegiatannya meliputi: 
1) Pembuatan peta dasar pendaftaran  
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2) Penetapan batas bidang-bidang tanah  
3) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan 
pembuatan peta pendaftaran.  
4) Pembuatan daftar tanah 
Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang 
memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem 
penomoran.  
5) Pembuatan surat ukur. 
 Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu 
bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.  
b. Pembuktian hak dan pembukuaannya. Kegiatannya, meliputi:  
1) Pembuktian hak baru  
2) Pembuktian hak lama  
3) Pembukuan hak  
4) Penerbitan sertipikat  
5) Penyajian data fisik dan data yuridis  
6) Penyimpanan daftar umum dan dokumen 
 
Ada dua sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut oleh negara-
negara di dunia, yakni :17 
1. Sistem Positif 
Sistem pendaftaran tanah positif adalah suatu sistem dimana kepada 
yang memperoleh Hak atas tanah akan diberikan jaminan yang lebih 
kuat. Oleh karena itu, mereka atau orang-orang yang tercatat 
namanya dalam Daftar Umum/Buku Tanah adalah si pemilik tanah 
yang pasti, sehingga pihak ketiga harus percaya dan tidak perlu 
khawatir bahwa pada suatu ketika, mereka atau orang-orang yang 
tercatat namanya dalam Daftar Umum/Buku Tanah akan kehilangan 
haknya atau dirugikan. Negara yang menerapkan Sistem Positif ini 
antara lain Jerman,Swiss,Austria,Australia .  
 
2. Sistem Negatif  
Sistem pendaftaran tanah negatif adalah suatu sistem dimana kepada 
si pemilik tanah, diberikan jaminan lebih yang lebih kuat apabila 
dibandingkan perlindungan yang diberikan kepada pihak ketiga. Jadi 
dengan demikian, pemilik tanah dapat menggugat haknya atas 
sebidang tanah dari mereka yang terdaftar pada daftar umum dan/atau 
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buku tanah. Negara yang menerapkan sistem negatif ini antara lain 
Cina, Perancis, Philipina. 
Indonesia sendiri menganut sistem pendaftaran tanah negatif dengan 
tendensi-tendensi positif. Hal ini dapat dilihat dari pendapat A.P Parlindungan 
yang menyatakan bahwa : 
Secara Implisit di dalam UUPA ditegaskan bahwa dalam Pendaftaran 
Tanah di Indonesia diterapkan Sistem Negatif yang bertendensi Positif. 
Hal ini didasarkan kepada sejarah kepemilikan tanah secara individual 
serta demikian luasnya wilayah Indonesia yang jika hanya 
mengandalkan ingatan dan keterangan saksi pasti tidak teliti serta 
tidak tercatat secara akurat dan tidak pula didokumentasi secara 
sentral, selain itu penerapan Sistem Negatif ini dapat dilihat dengan 
adanya lembaga Exemainer Of Title (Panitia Tanah) yang memberikan 
kesempatan kepada orang atau pihak yang merasa Haknya lebih kuat 
dari yang terdapat dalam sertipikat dapat mengklaim hal ini dengan 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Namun Sistem 
Negatif ini jelaslah mempunyai aspek Positif oleh karena bergerak dari 
adanya suatu publikasi yang memancing orang orang yang lebih 
berhak untuk menyanggahnya, sehingga objektifitas hak ini akan 
mengarah kepada kesempurnaan18. 
 
Hal ini dikemukakan pula oleh Boedi Harsono yang menyatakan 
bahwa:  
Sistem publikasi yang digunakan UUPA dan PP 24/1997 adalah 
sistem negatif yang mengandung unsur positif. Sistemnya bukan 
negatif murni, karena dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf, bahwa 
pendaftaran menghasilkan surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat. Demikian juga dinyatakan dalam 
Pasal 23 ayat (2), 32 ayat (2) dan 38 ayat (2). Bukan publikasi negatif 
yang murni. Sistem publikasi yang negatif murni tidak akan 
menggunakan sistem pendaftaran hak. Juga tidak akan ada 
pernyataan seperti dalam pasal-pasal UUPA tersebut, bahwa sertipikat 
merupakan alat bukti yang kuat.19 
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Ciri-ciri sistem negatif betendensi positif dalam hal pendaftaran tanah 
seperti yang dianut UUPA adalah sebagai berikut: 
1. Nama pemilik tanah yang tercantum dalam daftar buku tanah 
adalah pemilik tanah yang benar dan dilindungi hukum, dan 
merupakan tanda bukti hak yang tertinggi.  
2. Setiap peritiwa balik nama melalui peneliti seksama, syarat-syarat 
dan prosedur berdasarkan asas keterbukaan (openbaar 
heidsbeginsel).  
3. Setiap bidang tanah (persil) batas-batasnya diukur dan digambar 
dalam peta pendaftaran dengan skala 1 : 1.000. Ukuran tersebut 
memungkinkan untuk meneliti kembali batas-batas persil bila 
kemudian hari terjadi sengketa batas.  
4. Pemilik tanah yang tercantum dalam buku tanah dan sertipikat 
masih dapat diganggu-gugat melalui Pengadilan Negeri oleh 
Badan Pertanahan Nasional. 
5. Pemerintah tidak menyediakan dana untuk pembayaran ganti  
kerugian kepada masyarakat karena kesalahan administrasi 
pendaftaran tanah. Masyarakat yang dirugikan dapat menuntut 
melalui Pengadilan Negeri untuk mendapatkan haknya. 20 
   
Pada kegiatan pengumpulan data yuridis diadakan perbedaan antara 
pembuktian hak –hak lama dan  hak-hak  baru. Hak baru adalah hak-hak 
yang baru diberikan atau diciptakan sejak mulai berlakunya PP Pendaftaran 
Tanah. Sedangkan hak-hak lama yaitu hak-hak atas tanah yang berasal dari 
konversi hak-hak yang ada pada waktu mulai berlakunya UUPA dan hak-hak 
yang belum didaftar menurut PP 10/1961.21 
Alat-alat bukti pemilikan atas tanah  menurut Pasal 24 ayat (1)  PP 
Pendaftaran tanah yakni alat-alat bukti tertulis, keterangan saksi dan atau 
                                                          
20
 Suardi, Hukum Agraria, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2005, hlm 151-152.   
21
 Boedi Harsono,Op.Cit. hlm 476 
19 
 
pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup 
untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang 
membebaninya. Mengenai kepemilikan tersebut, ada tiga kemungkinan alat 
pembuktiannya, yaitu: 
1. Bukti tertulisnya lengkap: tidak memerlukan tambahan alat bukti 
lain. 
2. Bukti tertulisnya sebagian tidak ada lagi : diperkuat keterangan 
saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan. 
3. Bukti tertulisnya semuanya tidak ada lagi : diganti keterangan saksi 
dan/atau pernyataan yang bersangkutan.22 
 
C. Administrasi  Pertanahan 
Kata administrasi berasal dari bahasa Latin administrare  yang berarti 
tomanage. Derivasinya antara lain menjadi administratio yang berarti 
besturing atau pemerintahan. Dalam KBBI, administrasi diartikan sebagai; (1) 
usaha kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara 
penyelenggaraan pembinaan organisasi; (2) usaha dan kegiatan yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan; (3) 
kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; (4) 
kegiatan kantor dan tata usaha.23 
Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan 
tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan dan pembinaan 
organisasi. Sedangkan pertanahan adalah suatu kebijakan yang digariskan 
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oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan antara tanah dengan manusia. 
Sehingga didapatkan defenisi administrasi pertanahan secara bahasa adalah 
suatu usaha dari kegiatan dari suatu organisasi dan pengaturan yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang 
pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan 
sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.24 
Menurut Herman Hermit administrasi pertanahan adalah pemberian 
hak, perpanjangan hak, pembaruan hak, peralihan hak, peningkatan hak, 
penggabungan hak, pemisahan hak, pemecahan hak, pembebanan hak, izin 
lokasi, izin perubahan penggunaan tanah, serta izin penunjukan dan 
penggunaan tanah. Sedangkan menurut Murad mengemukakan bahwa 
administrasi pertanahan adalah suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi 
dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-
kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dengan menggerakkan sumber 
daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan perundang-undangan yang 
berlaku.25 
Dewasa ini, tertib administrasi pertanahan dalam kenyataannya masih 
banyak penguasaan tanah yang belum dilandasi alat bukti yang benar. 
Disamping itu, administrasi pada kantor pertanahan ada yang belum tertib, 
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yang ditandai dengan terjadinya sertifikat hak tanah ganda, buku tanah 
hilang, buku tanah dipalsukan, pelayanan lamban dan sebagainya. Khusus 
pelayanan hak dan sertifikat tanah perlu ditingkatkan tetapi tetap harus 
memperhatikan kepastian hukumnya. Pelayan yang cepat tetapi tidak 
dilandasi penelitian yang cermat terhadap riwayat tanah dapat menimbulkan 
permasalahan dikemudian hari. 26 
Pengembangan sistem dan manajemen administrasi pertanahan 
diharapkan menghasilkan adanya kepastian hukum terhadap hak milik atas 
tanah. Di samping itu, kegiatan ini dapat meningkatkan pelayanan 
pertanahan bagi masyarakat secara efektif oleh setiap pemerintah, 
khususnya pemerintah daerah (pelaksana Reforma Agraria) berdasarkan 
pada peraturan dan kebijakan pertanahan yang berlaku secara nasional.27 
Administrasi pertanahan membantu pemindahan penguasaan tanah 
serta kebijakan pertanahan menjadi manajemen pertanahan, yaitu 
pengaturan tata ruang lingkungan masyarakat. Administrasi pertanahan, baik 
formal maupun informal, mencakup suatu kisaran sistem dan proses yang 
luas, yang beberapa diantaranya berkaitan dengan penguasaan tanah, 
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sementara beberapa lainnya lebih berkaitan dengan manajemen 
pertanahan28 
Tujuan administrasi pertanahan adalah :29 
1) Meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah.  
2) Meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.  




Ruang lingkup administrasi pertanahan yaitu : 30 
1) Penatagunaan tanah.  
Menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, 
penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata 
guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah 
melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan 
pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk 
kepentingan masyarakat secara adil. 
2) Penataan penguasaan tanah.  
Kegiatan penataan penguasaan tanah merupakan suatu upaya 
untuk mengatur pemberian status hukum atas tanah yang 
diarahkan agar pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan pendataan penguasaan 
dan pemilikan tanah yang meliputiidentifikasi tanah negara dan 
identifikasi penguasaan dan pemilikan tanah pertanian. Untuk 
membantu masyarakat golongan ekonomi lemah telah 
dilaksanakan perombakan struktur penguasaan tanah melalui 
landreform. 
3) Pengurusan hak tanah.  
Untuk memperoleh kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah 
yang dimilikinya, telah dilakukan kegiatan pemberian sertifikat 
tanah secara masal melalui kegiatan Proyek Operasi Nasional 
Pertanahan (Prona) yang dibiayai melalui dana APBN ataupun 
swadaya masyarakat. Untuk mempercepat kegiatan pelayanan 
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administrasi pertanahan, telah mulai dilakukan pemotretan udara 
kawasan kota dalam upaya menunjang pengadaan data dasar 
pertanahan bagi penghi-tungan pajak bumi dan bangunan (PBB) di 
daerah perkotaan. Pada akhir kegiatan pelayanan ini ditingkatkan 
dengan dukungan sistem informasi pertanahan 
4) Pengukuran dan pendaftaran tanah.  
Pelayanan kegiatan penataan pertanahan ditambah lagi 
cakupannya dengan melaksanakan pengukuran: pendaftaran dan 
penerbitan sertifikat tanah transmigran, dan tanah yang 
diperuntukkan bagiperkebunan, peternakan, perikanan, 
perumahan, dan tanah wakaf. Peta pendaftaran tanah yang 
pengukuran dan pemetaannya dilaksanakan melalui kegiatan 
terestris dan fotogrametris. 
Manfaat  administrasi pertanahan adalah: 31 
1. Memberikan jaminan atas kepastian hak,maksud semakin jelas 
penentuan hak milik seseorang akan mempermudah untuk orang 
tersebut mempertahankan haknya atas klaim dari orang lain. 
2. Stabilitas sosial,catatan publik yang tepat akan melindungi dari   
pengunjingan mengenai kepemilikan yang sah (bila nantinya ada 
yang menggugat),dan membantu menyelesaikan masalah-
masalah lain dengan cepat sejak batasan dan kepemilikan tanah 
dibuat . 
3. Kredit,catatan publik akan mengurangi ketidakpastian informasi 
melalui pemberian kewenagan pada kreditor untuk menentukan 
apakah peminjam potensial telah memiliki hak untuk pemindahan 
hak yang diminta menurut apa yang diminta sebagai jaminan 
peminjam. 
4. Proses perbaikan lahan,pembaharuan jaminan atas kepastian hak 
pemilik akan menaikan kecenderungan seseorang untuk mencari 
keuntungan ketika akan berinvestasi pada bangunan,peralatan 
atau perbaikan infrastruktur termasuk pengukuran perlindungan 
lahan. Cara kredit yang sudah diperbaiki menyediakan sumber 
daya keuangan yang bisa mempengaruhi nilai lahan. 
5. Produktivitas,faktor-faktor seperti nilai guna, perpindahan lahan, 
kepemilikan, pembanguan, hak atas tanah dan lain-lain 
dikombinasikan untuk meyakinkan bahwa lahan itu sedang 
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berkembang menuju nilai dan manfaat yang 
terbaik,misalnya,pertanian komersil dilakukan oleh petani yang 
cerdik untuk mendapatkan keuntungan dan lahan lebih. Beda 
dengan petani biasa yang tidak bisa mengembangkan lahannya. 
6. Likuiditas,ketika hak kepemilikan sudah dapat legalitas formal 
aset-aset tersebut bisa ditukar dengan cepat dalam skala besar 
dan pada harga yang rendah. Pada negara-negara 
berkembang,mayoritas hak kepemilikan dalam stastus 
informal,oleh karena itu mereka tidak dapat memasuki tempat 
pasaran formal sebagai aset yang bisa dinegosiasikan 
 
Kemajuan teknologi merupakan salah satu cara untuk mengakses 
basis data dalam upaya terwujudnya pelayanan pemerintah yang berbasis 
elektronik (e-Gov). Salah satu usaha  dalam pengembangan administrasi 
pertanahan untuk mengoptimalkan tugas-tugas pelayanan pertanahan 
dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yakni pembangunan 
dan pengembangan komputerisasi kantor pertanahan (KKP). Kantor 
Pertanahan merupakan basis terdepan dalam kegiatan pelayanan. Maka dari 
itu, dikembangkan model pelayanan yang berbasis on-line system. 
Pembangunan pelayanan on line, membangun data base elektronik, 
pembangunan infrastruktur perangkat keras dan jaringan koneksi, 
peningkatan sumber daya manusia dalam kemampuan penguasaan IT serta 
sosialisasi kegiatan di kalangan intern dan ekstren merupakan tahap-tahap 
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kegiatan yang harus dilakukan pada kantor-kantor yang sedang dan sudah 
menerapakan KKP.32 
Berdasarkan Badan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 
tentang Kebijakan Nasional Badan Pertanahan pada Pasal 1 huruf b, 
ditugaskan untuk membangun dan mengembangkan Sistem Informasi 
Pertanahan Dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS). Tujuan 
SIMTANAS adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap 
masyarakat di bidang Pertanahan. Secara eksternal SIMTANAS bertujuan 
untuk membantu memudahkan masyarakat dalam proses mendapatkan 
informasi dari sisi waktu, biaya, tenaga, dan prosedur. Secara internal tujuan 
SIMTANAS adalah membantu pejabat struktural dalam memperoleh 
informasi tentang kinerja kantor berupa laporan secara cepat, akurat, dan 
aktual karena dikerjakan oleh sistem (bukan SDM) dan membangun 
kedisiplinan seluruh pegawai untuk memelihara dan konsisten terhadap 
aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) yang sudah dibangun BPN 
RI sehingga kualitas informasi pada SIMTANAS terjaga tetap cepat, akurat, 
dan aktual. 
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Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015– 2019 telah mengidentifikasi 
permasalahan yang menjadi fokus yang strategis untuk ditangani 
kementerian salah satu permasalahan strategisnya adalah terkait 
administrasi pertanahan dalam penataan ruang dan penataan pertanahan. 
Upaya penataan ruang dan penataan pertanahan memerlukan ketersediaan 
data dasar dan informasi yang akurat dan rinci. Dengan demikian, pola 
pemanfaatan ruang dapat disusun secara lebih tepat dalam mencerminkan 
kebutuhan pembangunan di masa datang. Data dasar yang tepat dan rinci 
penting bagi administrasi pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah, 
penentuan batas yang tegas dan akurat, identifikasi tanah negara, serta 
pemberian status hukum atas tanah.33 
Program pemerintah terkait pengembangan adminstrasi pertanahan 
dikenal dengan Catur Tertib Pertanahan, yaitu Tertib Hukum Pertanahan, Tertib 
Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah, dan Tertib Pemeliharaan 
Tanah dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan Tertib Administrasi 
Pertanahan dilakukan dengan menyelenggaran pendaftaran tanah yang bersifat 
rechts cadaster. Terselenggaranya pendaftaran tanah dengan baik merupakan 
dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk mewujudkan 
tertib administrasi pertanahan, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun 





termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak 
milik atas satuan rumah susun wajib didaftar. 34 
Segala bentuk pelayanan yang dikeluarkan BPN merupakan 
implementasi dari salah satu sapta tertib pertanahan yaitu tertib administrasi 
pertanahan. Tertib administrasi pertanahan merupakan usaha ataupun 
kegiatan manajemen pertanahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
kebijakan-kebijakan Pemerintah dibidang pertanahan. Berdasarkan 
Keputusan Kepala Badan Petanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 
277 tahun 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan indikator pelaksanaan tertib 
administrasi pertanahan adalah menjalankan Komputerisasi Kantor 
Pertanahan (KKP) secara konsisten serta mengembangkan KKP ini. 
Tentunya dengan dijalankannya KKP ini dapat meningkat pola pelayanan 
pertanahan serta dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pola 
pelayanan yang berbasi komputerisasi dengan KKP ini tentunya memiliki 
tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi, misalnya saja dalam hal pemetaan 
tanah. Sistem komputerisasi ini dapat menyimpan peta tanah dalam jumlah 
yang lebih banyak dan juga mengurangi penyimpanan secara manual atau 
paperless.35 
 
                                                          
34
 Nurul Arbiati, 2016, Implementasi Sistem Informasi Dan Manajemen Pertanahan Nasional 
(Simtanas) Untuk Mencegah Sertifikat Ganda (Overlapping), Skripsi, Program Studi Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Tidak Diterbitkan, hlm. 26 
35




Dalam pengertian sehari-hari pada masyarakat, surat tanda bukti hak 
atas tanah yang dimaksud disebut sebagai sertipikat hak atas tanah. 
Memang dalam UUPA tidak pernah disebut Sertipikat Tanah, dalam Pasal 19 
hanya disebutkan sebagai Surat Tanda Bukti Hak.36 
Menurut Ali Achmad Chomzah, yang dimaksud dengan sertipikat 
adalah surat tanda bukti hak yang terdiri salinan buku tanah dan surat ukur, 
diberi sampul, dijilid menjadi satu, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.37 Sedangkan menurut 
Pasal 1 Poin 20 PP Pendaftaran Tanah,  sertipikat adalah surat tanda bukti 
hak yang memuat data yuridis dan data fisik obyek yang didaftar untuk hak 
atas tanah, hak pengelolaan, tanah hak milik atas satuan rumah susun, dan 
hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah 
yang bersangkutan.38  
Berdasarkan definisi PP Pendaftaran Tanah maka Pasal 19 (2) huruf c 
UUPA terjelaskan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat. Sedangkan yang dimaksud dengan hak 
atas tanah dalam Pasal 19 (2) huruf b UUPA adalah macam-macam hak atas 
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permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan 
dipunyai oleh  orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan 
orang-orang lain serta badan hukum, yaitu hak milik, hak guna usah, hak 
guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut 
hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di 
atas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang 
sifatnya sementara seperti: hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak 
menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.39 
Data yang termuat dalam sertipikat adalah data fisik dan data yuridis. 
Data fisik menurut Pasal 1 angka 6 PP Pendaftaran Tanah adalah 
keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah 
susun yang didaftar, keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian 
bangunan diatasnya. Sedangkan data yuridis menurut Pasal 1 angka 7 PP 
Pendaftaran Tanah adalah keterangan status hukum mengenai status hukum 
bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan 
hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Sedangkan data 
fisik dan data yuridis dalam sertipikat diambil dari buku tanah. Buku tanah 
menurut Pasal 1 angka 19 PP Pendaftaran Tanah adalah dokumen dalam 
bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek 
pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.40 
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Mengenai jenis Sertipikat Ali Achmad Chomzah berpendapat bahwa 
sampai saat ini ada 3 jenis Sertipikat, yaitu :41 
a. Sertipikat hak atas tanah yang biasa disebut Sertipikat. 
b. Sertipikat hak atas tanah yang sebelum Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dikenal dengan Sertipikat 
Hypotheek dan Sertipikat Credietverband. Setelah berlakunya 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, 
penyebutan Sertipikat hyphoteek dan Sertipikat credietverband sudah 
tidak dipergunakan lagi yang ada penyebutannya adalah Sertipikat 
Hak Tanggungan saja. 
c. Sertipikat hak milik atas satuan rumah susun. 
Produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah berupa sertipikat hak 
atas tanah, mempunyai banyak fungsi bagi pemiliknya,yaitu: 
1) Sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang 
kuat. Inilah fungsi yang paling utama sebagaimana disebut dalam 
Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Seseorang atau badan hukum 
akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas 
suatu bidang tanah. Apabila telah jelas namanya tercantum dalam 
sertipikat itu. Semua keterangan yang tercantum dalam sertiikat itu 
mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai 
keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat 
membuktikan sebaliknya. 
2) Sertipikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak 
bank/kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya. 
Dengan demikian, apabila pemegang hak atas tanah itu seorang 
pengusaha,sudah tentu akan memudahkan baginya 
mengembangkan usahanya itu karena kebutuhan akan modal 
mudah diperoleh. 
3) Bagi Pemerintah, adanya sertipikat hak atas tanah juga sangat 
menguntungkan walaupun kegunaan itu kebanyakan tidak 
langsung. Adanya sertipikat hak atas tanah membuktikan bahwa 
tanah yang bersangkutan telah terdaftar pada Kantor Agraria. Data 
                                                          
41
 Ali Achmad Chomzah II, Op. Cit, hal.125 
31 
 
tentang tanah yang bersangkutan secara lengkap telah tersimpan 
di Kantor Pertanahan. Data ini sangat penting untuk perencanaan 
kegiatan pembangunan misalnya pembangunan kota, pemasangan 
pipa-pipa irigasi, kabel telepon, penarikan pajak dan bangunan dan 
sebagainya.42 
Sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam 
Pasal 32 PP Pendaftaran Tanah yaitu : 43 
1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis 
yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis 
tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku 
tanah yang bersangkutan.  
2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah 
atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah 
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka 
pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat 
lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 
(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidaak mengajukan 
keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala 
Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan 
gugatan ke pengadilan mengenai penguasaaan tanah atau 
penerbitan sertipikat.  
Permohonan hak milik yang diajukan harus memuat identitas dari 
pemohon dan yang terpenting adalah bidang-bidang tanah apa saja yang 
telah dipunyai oleh pemohon, keterangan yang meliputi data yuridis dan data 
fisik atas tanah sertipikat tanah, letak tanah, batas-batas tanah dan luas 
tanah. Tata Cara pemberian dan pembatalan hak milik atas tanah negara dan 
hak pengelolaan diataur dalam Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang tata Cara 
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Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan 
(selanjutnya disebut PMNA/KBPN No.9/1999). Berdasarkan peraturan 
tersebut, hak milik atas tanah negara dapat diberikan kepada warga negara 
Indonesia dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan 
Pasal 8 ayat (1) PMNA/KBPN No.9/1999 yang menetapkan bahwa hak milik 
dapat diberikan kepada :44 
a. Warga negara Indonesia 
b. Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
yaitu : 
1) Bank pemerintah 
2) Badan Keagamaan dan badan sosial yang dituniuk oleh 
pemerintah 
 
Sebelum hak milik atas tanah diperoleh, harus terlebih dahulu diajukan 
permohonan tertulis dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang 
ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) PMNA/KBPN No.9/1999 dijelaskan bahwa 
permohonan hak milik, sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat hal-
hal berikut :45 
1. Keterangan mengenai pemohon 
a. apabila perorangan, nama, umur, kewarganegaraan, tempat 
tinggal dan pekerjaannya, serta keterangan mengenai 
isteri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungannya. 
b. Apabila badan hukum, nama, tempat kedudukan, akta atau 
peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan 
pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang 
penunjukannya sebagai badan hukum yang dpat mempunyai 
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hak milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan 
data fisik 
a. dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, 
girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan 
pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli 
dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta 
pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya ; 
b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau 
gambar situasi, sebutkan tanggal dan nomornya); 
c. jenis tanah (pertanian/non pertanian); 
d. rencana penggunaan tanah; 
e. status tanahnya (tanah hak atau tanah negara). 
3. Lain-lain 
Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah 
yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon 



















A. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif 
yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, kaedah hukum, peraturan 
hukum perundang-undangan dan pendapat para ahli. Penelitian dilakukan 
dengan meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder, oleh 
karena itu penelitian ini berfokus pada jenis penelitian pustakaan. 
Pendekatan yang digunakan adalah : 
1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan 
perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan 
(isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundangundangan 
ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian 
antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara 
Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst. 
2.  Pendekatan Kasus (Case Approach) 
Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasuskasus 
yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasuskasus yang 
ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan 
berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan 
tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu 
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keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam 
memecahkan isu hukum yang dihadapi. 
B. Jenis Bahan Hukum 
Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer dan sekunder. 
1. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sebagai hukum positif yang meliputi:l 
1)  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria 
2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah 
3)  Peraturan Menteri Negara  Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah 
4) Surat Edaran Nomor 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat 
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan 
bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan 
memahami bahan hukum sekunder, yang meliputi: buku-buku, kamus 
hukum, kamus bahasa Indonesia dan makalah yang berkaitan dengan 
surat keterangan tanah sebagai syarat penyertipikatan tanah. Bukan 
hanya itu, berbagai doktrin yang berkaitan dengan sumber hukum 
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pada umumnya dan yang secara khusus berkaitan dengan dengan 
surat keterangan tanah sebagai syarat penyertipikatan tanah. Jika 
dimungkinkan akan digunakan bahan-bahan non hukum yaitu bahan 
hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 
bahan hukum primer dan sekunder. 
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 
menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan 
atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, 
laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-
peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber tertulis baik 
tercetak maupun elektronik lain. Termasuk mengumpulkan putusan-putusan 
yang terkait dengan isu hukum yang akan dibahas. 
D. Analisis Bahan Hukum 
Analisis bahan hukum adalah sebuah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. 
Data yang diperoleh melalui studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif 
kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan 
dan menggambarkan mengenai surat keterangan tanah sebagai syarat 
penyertipikatan tanah setelah berlakunya Surat Edaran Nomor 







A. Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Syarat 
Penyertipikatan  Tanah 
Salah satu strategi dalam mewujudkan program reforma agraria adalah 
membenahi sistem dan manajeman administrasi pertanahan, hal ini bertujuan 
mengembangkan administrasi pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan 
dan penguasaan tanah secara adil. Pengembangan sistem dan manajemen 
administrasi pertanahan diharapkan menghasilkan kepastian hukum terhadap 
hak milik atas tanah. Di samping itu, kegiatan tersebut dapat meningkatkan 
pelayanan pertanahan bagi masyarakat secara efektif dan efisien oleh 
pemerintah.46 
Pendaftaran tanah merupakan salah satu unsur dalam sistem administrasi 
pertanahan yang kompleks. Pendaftaran tanah47 merupakan rangkaian 
kegiatan pemerintah yang dilakukan terus-menerus, secara 
berkesinambungan dan teratur yang bertujuan untuk memberikan kepastian 
hukum terhadap kepemilikan tanah dengan memberikan surat tanda bukti 
kepemilikan berupa sertifikat. 
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 Bernhard Limbong, 2012, Reforma Agraria, margaretha pustaka, Jakarta, hlm. 451-452 
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 Lihat Pasal 1 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah 
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Pada proses penyertipikatan  tanah dibutuhkan syarat-syarat yang harus 
dipenuhi. Salah satu syarat dalam proses Penyertipikatan  tanah adalah surat 
keterangan tanah. Surat keterangan tanah pada dasarnya merupakan produk 
hukum yang lahir dari pejabat TUN dalam hal ini Kepala Desa/Lurah yang 
berfungsi sebagai instrument penguat dalam menegaskan status 
penguasaan fisik atas tanah seseorang.  
Awal mulanya, surat keterangan tanah berawal dari penguasaan tanah 
secara fisik dari masyarakat yang mana masyarakat tersebut melakukan 
aktifitasnya, dalam hal ini memanfaatkan dan menduduki tanah tersebut 
secara nyata selama bertahun-tahun dan bahkan ada yang sampai turun-
temurun. Dalam penguasaan tanah, pada saat sebelum berlakunya UUPA 
haruslah membuka hutan terlebih dahulu, dikarenakan kondisi geografis 
Indonesia yang mayoritas hutan yang luas dan tidak tergarap oleh siapapun 
sehingga seseorang bisa saja membuka hutan sesuai dengan keinginannya. 
Sedangkan pemerintah pada waktu itu membiarkan saja karena dianggap 
untuk kehidupan warga di sekitarnya. Dengan diterbitkannya UUPA , maka 
dalam hal kebebasan membuka hutan diatur lebih lanjut dikarenakan 
kemajuan dan pembangunan makin menghendaki pembukaan hutan.48 
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 Helena, 2007, Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak 
Dengan Ganti Rugi Yang Dibuat Dihadapan Notaries Atau Camat Studi Di Kabupaten Deli 
Serdang, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatra Utara, Medan, hlm. 23 
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Berdasarkan sistem pelayanan Kantor Pertanahan yang sudah dipadukan 
di seluruh Indonesia, mekanisme pendaftaran tanah meliputi proses: 49 
1. Mendapatkan informasi, arahan serta gambaran tentang bentuk 
pelayanan Kantor Pertanahan pada loket I 
2. Pengajuan permohonan/pendaftaran hak atas tanah melalui loket II50 
3. Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan/pendaftaran oleh 
petugas loket II  
4. Penerbitan TTBP (Tanda Terima Berkas Permohonan/Pendaftaran) 
oleh petugas Loket II, yang biasanya berisi tentang:  
a. Penerimaan berkas permohonan, dan surat-surat kelengkapan 
permohonan  
b. Rincian biaya.  
c. Perintah pembayaran dan pengambilan tanda bukti pendaftaran di 
loket III. 
5. Pembayaran oleh pemohon/pendaftar di loket III  
6. Penerbitan kuitansi pembayaran dan surat tanda bukti pendaftaran 
dan pembayaran oleh petugas loket III, yang diserahkan kepada 
pemohon/pendaftar.  
7. Proses pendaftaran tanah dari pengukuran, pengumuman, 
pembukuan, serta penerbitan sertifikat.  
8. Pengambilan sertifikat di loket IV oleh pemohon/pendaftar, dengan 
menunjukkan surat keterangan pendaftaran tanah.  
 
Terhadap kepemilikan hak atas tanah yang belum mempunyai sertifikat 
dari BPN berdasarkan ketentuan Pasal 24 PP Pendaftaran Tanah maka 
pemilik terkait dapat menempuh mekanisme konversi, untuk kemudian 
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  Lihat Instruksi Menteri Negara/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1998  Tanggal 20 Juli 1998 
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 Loket adalam system pelayanan terpadu dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah dan 
merupakan hasil instruksi menteri/kepala BPN. Loket I berfungsi sebagai sarana informasi 
pelayanan yang memberikan informasi, arahan serta gambaran tentang bentuk layanan. 
Loket II adalah bagian penyerahan dokumen di mana di sini pendaftar yang hendak 
mengurus segala surat-surat tanah dapat mendaftarkan diri melalui loket ini. Loket III adalah 
bagian penyerahan biaya/pembayaran segala bentuk biaya administrasi yang dikenakan 
kepada pemohon atau pendaftar selama proses pengurusan surat-surat atau akta tanah. 
Loket IV adalah bagian pengukuran, pemetaan serta data fisik tanah yang akan menjadi 
dasar pendaftaran hak atas tanah. 
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mendapatkan sertifikat atas nama pemilik terkait itu sendiri.  Syarat-syarat 
pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan Konversi adalah: 51  
1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa 
hukumnya.  
2. Fotokopi KTP pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat 
berwenang  
3. Surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah, tentang penguasaan 
dan pemilikan hak atas tanah  
4. Bukti kepemilikan hak atas tanah sebelum bersertifikat, dapat berupa 
salinan letter C yang diketahui oleh kepala desa; model D asli, model 
E asli, serta fotokopi pemeriksaan desa yang diketahui oleh kepala 
desa terkait.  
5. Fotokopi buku C, memuat tentang identitas tanah yang 
dimohon/didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Hal ini disebabkan, di 
Leter C dasar pencatatan adalah pada subjek pemilik hak atas tanah, 
bukan pada bidang tanahnya. Ini tentunya berbeda dengan 
pendaftaran tanah di kantor pertanahan, yang merupakan administrasi 
kepemilikan hak per bidang tanah.  
6. Surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan, yang 
menjelaskan tentang perihal status Yuridis tanah belum bersertifikat, 
tidak dijadikan jaminan utang, serta tidak dalam sengketa.  
7. Surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan tentang 
pemasangan batas-batas permanen.  
8. Surat pernyataan persetujuan dari dan ditandatangani pemilik tanah 
yang berbatasan langsung, dengan diketahui oleh Kepala Desa. 
Memuat tentang perihal luas tanah yang didaftarkan, dan disetujui oleh 
pemilik tanah yang bersebelahan/berbatasan langsung tersebut.  
9. DI.20 (Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas tanah), 
dibuat per bidang tanah;  
10. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan terakhir atau SPPT PBB 
tahun berjalan.  
 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa surat keterangan tanah 
juga merupakan salah satu syarat dokumen dalam pendaftaran tanah 
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Eko Y. Isnur, 2009, Tata Cara Mengurus Surat-Surat Rumah dan Tanah, Pustaka Yustisia, 
Yogyakarta, hlm. 28 
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berdasarkan konversi. Surat keterangan tanah juga diartikan sebagai surat 
dari Kepala Desa/ Lurah yang menguatkan surat pernyataan penguasaan 
tanah. Jadi, surat keterangan tanah adalah surat yang menunjukkan 
penguasaan atas tanah dan hak-hak di atas tanah, yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa/Lurah dan dikuatkan oleh camat setempat.52 Penjelasan surat 
keterangan tanah tersirat dalam Pasal 24 PP Pendaftaran Tanah beserta 
penjelasan Pasal 24 PP Pendaftaran Tanah : 
1. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari 
konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai 
adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi 
dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya 
oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik 
atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah 
secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang 
hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya.  
2. Dalam hal tidak ada atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-
alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan 
hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik 
bidang tanah yang bersang-kutan selama 20 (dua puluh) tahun 
atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon pendaftaran dan 
pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :  
penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara 
terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, 
serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; 
 
Pada ketentuan pasal 24 di atas, dapat diketahui bahwa tanah yang 
dapat diterbitkan surat keterangan tanah adalah tanah yang alat 
pembuktiannya sudah tidak tersedia secara lengkap (ayat 1) dan tanah yang 
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 Miethra Tanjung, 2014, Kedudukan Kepala Desa Mengeluarkan Surat Keterangan Tanah 
Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 
Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu,Tidak 
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penguasaan fisiknya sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara 
berturut-turut oleh pemohon pendaftaran hak milik atau pemilik tanah 
tersebut. 
Penjelasan Pasal 24 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah menjelaskan 
bahwa bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas 
nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut 
kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan 
pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.  Alat-alat bukti tertulis 
yang dimaksudkan dapat berupa : 53 
a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan 
Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi 
catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi 
menjadi hak milik; atau  
b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan 
Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA 
sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; 
atau  
c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan 
Swapraja yang bersangkutan; atau  
d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri 
Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau  
e. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang ber-
wenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak 
disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi 
telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau  
f. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi 
tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang 
dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau  
g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang 
tanahnya belum dibukukan; atau  
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h. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak 
mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; 
atau  
i. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, 
yang tanahnya belum dibukukan; atau  
j. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah 
yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau  
k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding 
Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1961; atau 
l. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau  
m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-
ketentuan Konversi UUPA.  
Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, 
pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau 
pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut 
pendapat Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 
oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. 
Sedangkan yang dimaksud dengan saksi adalah orang cakap memberi 
kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut.  
Penjelasan Pasal 24 Ayat (2) PP Pendaftaran Tanah sebagai berikut : 
Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat 
menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik 
yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. 
Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak 
berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti 




Pembukuan hak menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (2) PP 
Pendaftaran Tanah harus memenuhi syarat sebagai berikut :  
a. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan 
dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 tahun 
atau lebih secara berturut-turut;  
b. Bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut 
selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan 
dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang 
bersangkutan;  
c. Bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang 
dapat dipercaya;  
d. Bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk 
mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana 
dimaksud pasal 26;  
e. Bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal 
yang disebutkan di atas;  
f. Bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang 
haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang 
bersangkutan oleh panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara 
sistematik dan oleh kepala kantor pertanahan dalam pen-daftaran 
tanah secara sporadik. 
Berdasarkan Pasal 24 PP Pendaftaran Tanah beserta penjelasan Pasal 
24 PP Pendaftaran Tanah dapat lihat bahwa terakomodasinya pembuktian 
hak lama dan memudahkan dalam hal pembuktiannya apalagi tanah-tanah 
dikalangan masyarakat hukum adat yang masih tunduk dengan hukum adat, 
sehingga orang-orang yang menguasai dan menggunakan tanah secara 
nyata dengan syarat itikad baik dan menguasai tanahnya secara nyata 
selama 20 (dua puluh) tahun dapat mendaftarkan tanahnya. Bentuk 
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penguasaan tanah tersebut dapat dilihat dari surat keterangan tanah yang 
dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat. 
Kedudukan hukum surat keterangan tanah berdasarkan Pasal 76 Ayat 
(3) Permenag No.3/1997 ialah sebagai syarat salah satu dokumen 
penyertipikatan tanah dalam permohonan pendaftaran tanah secara 
sporadik, yang mana dalam permohonan tersebut harus menyertakan 
dokumen-dokumen sah sebagaiman yang diuraikan pada Pasal 60 ayat (2) jo 
Pasal 76 ayat (1) Permenag No. 3/1997  untuk membuktikan hak atas tanah 
yang bersangkutan. Namun, dalam praktiknya terkadang masyarakat memiliki 
dokumen yang tidak lengkap bahkan tidak ada sama sekali, hal tersebut bisa 
terjadi dikarenakan hak yang ingin didaftarkan ada hak-hak lama, yang 
biasanya dimiliki oleh masyarakat adat atau desa. Maka dari itu, dalam 
rangka memperkuat pembuktian haknya pada Pasal 76 ayat (2) Permenag 
No.3/1997 memberikan mekanisme untuk mengakomodir masyarakat 
tersebut dengan cara pemohon membuat surat pernyataan berisi pernyataan 
dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang 
tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai 
derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikat maupun horizontal. 
Ketika pemohon tidak juga memiliki surat pernyataan yang terdapat 
keterangan dari saksi-saksi, maka pada Pasal 76 ayat (3) Permenag 
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No.3/1997 memberikan lagi kemudahan dengan mekanisme pemohon 
membuat surat peryataan yang berisi 5 poin yaitu : (1) Bahwa pemohon telah 
menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau 
lebuh secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan tersebut dari 
pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya sehingga waktu 
penguasaan pemohin dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau 
lebih; (2) Bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik; (3) 
Bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dank arena itu dianggap 
diakui atau dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan 
yang bersangkutan; (4) Bahwa tanah tersebut dalam kondisi tidak dalam 
sengketa; (5) Bahwa apabila pernyataan yang dibuat oleh pemohon tidak 
sesuai dengan kenyataan, penandatangan bersedia dituntut dimuka Hakim 
secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.  
Selain surat pernyataan, pemohon juga menyertakan surat keterangan 
dari Kepala Desa / Lurah yang disebut surat keterangan tanah, dalam surat 
keterangan tanah tersebut juga disertakan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang 
saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, dalam hal ini saksi yang biasanya 
diambil tetua adat setempat atau penduduk yang sudah lama bertempat 
tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak 
mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat 
kedua baik dalam kekerabatan vertikat maupun horizontal. 
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Pada Pasal 76 Ayat (3) Permenag No.3/1997 menjelaskan bahwa 
kedudukan surat keterangan tanah sebagai syarat dokumen itu berada pada 
fase ketika seseorang dalam proses mendaftarakan hak atas tanahnya 
memiliki alat bukti yang kurang lengkap atau tidak ada sama sekali maka 
dibutuhkan surat pernyataan dari pemohon dan surat keterangan dari Kepala 
Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya 
dapat dipercaya. Sehingga dalam proses Penyertipikatan  tersebut lebih 
terakomodir orang-orang yang sebenarnya menguasai tanah tetapi 
terkendala dalam proses pendaftaran hak atas tanahnya. 
Surat keterangan tanah pada dasarnya surat yang menjelaskan 
tentang riwayat tanah dalam artian dari mana hak atas tanah tersebut 
berasal, identitas pihak yang menguasai secara fisik tanah tersbut dan batas-
batas tanah tersebut. Sehingga fungsi dari surat keterangan tanah yakni 
sebagai instrument penguat atau bukti penguasaan fisik yang paling minimal 
ketika bukti penguasaan yang dimiliki pemohon hak tidak lengkap atau tidak 
ada sama sekali.54 
Menurut penulis, jika seseorang tidak memiliki sama sekali bukti 
kepemilikan atas tanah, maka hal yang harus ditempuh oleh orang tersebut 
adalah membuat bukti-bukti tertulis yang bisa menguatkan bahwa tanah yang 
berada dalam penguasaannya merupakan tanah miliknya yang sah. 
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Pembuatan bukti-bukti tertulis sebagai pensyaratan dokumen dalam 
pendaftaran tanah, merupakan hal yang patut, dikarenakan persoalan 
pembuktian termasuk ruang lingkup hukum perdata yang sangat 
menekankan pembuktian formal. Mengacu kepada Permenag No.3/1997, 
telah memberikan prosedur ketika tidak ada sama sekali bukti kepemilikan, 
hal tersebut dapat diliah secara rinci pada Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat 
(3). Surat keterangan tanah merupakan salah satu syarat yang harus 
dilampirkan ketika pemohon tidak ada sama sekali bukti kepemilikan, dengan 
terlebih dahulu pemohon berusaha melampirkan dokumen-dokumen yang 
telah disebutkan pada Pasal 60 ayat 2 jo Pasal 76 ayat 1 Permenag No. 
3/1997, jikalau pemohon tidak memiliki dokumen tersebut maka pemohon 
dapat membuat surat pernyataan berisi pernyataan dari yang bersangkutan 
dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang 
saksi. Jika pemohon tidak dapat membuat surat pernyataan tersebut, barulah 
pemohon membuat surat pernyataan yang berisi poin-poin yang telah 
disebutkan Pasal 76 ayat (3) Permenag No.3/1997,  dan surat keterangan 
tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa /Lurah. 
Terdapat beberapa fenomena sengketa tanah yang berkaitan dengan 
surat keterangan tanah. Dalam hal ini, berkaitan dengan pentingnya surat 
keterangan tanah sebagai salah satu alat bukti kepemilikan sebidang tanah. 
Salah satunya kasus sengketa tanah yang terjadi di Dusun Parit Rintis Desa 
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Punggur Kecil, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. 
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor :55 
03/PDT.G/2013/PN.MPW menjelaskan bahwa tentang sengketa yang terjadi 
di Dusun Parit Rintis, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, 
Kabupaten  Kubu Raya telah terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan antara 
tergugat a.n. Sauyan Bin Maijo ( Tergugat I ), a.n. Tiram Bin Sauyan                
( Tergugat II ) dan a.n. Abdul Somad Bin Sauyan ( Tergugat III ) yang atas 
dasar Surat keterangan tanah pihak Tergugat tersebut di atas telah 
menggarap dan menguasai  tanah sejak tahun 1985 secara berturut - turut 
sampai dengan sekarang dengan ukuran lebar 90 depak x panjang 200 
depak ( 162m x 360m = 58.320 m² ) dengan batas-batas sebelah utara 
dengan tanah garapan Latimah, sebelah timur dengan tanah garapan orang 
Parit Arem, sebelah selatan dengan tanah garapan Mahfud, sebelah barat 
dengan jalan besar Parit Rintis, sampai saat ini  tergugat III  masih tinggal di 
lokasi tersebut dengan mendirikan sebuah rumah semi permanen ukuran 6 m 
x 12 m serta mengolah tanah untuk ditanami tanaman yang bermanfaat.  
 Pada awal bulan Januari 2015 telah datang di lokasi tersebut 
seseorang atas nama a.n. Ir.Rudy Sujanto (sebagai Penggugat) pemegang 
Sertipikat Hak Milik nomor : 1588/Desa Punggur Kecil, tanggal 12 Februari 
1982, Surat Ukur tanggal 19 Januari 1982, nomor : 202/1982 seluas 55m x 
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360 = 19.800m² ( ± 2 ha ) ,  Akte Jual Beli No 1951/2012 tanggal 17 
Desember 2012, mengaku telah memiliki sebidang tanah sejak 27 tahun 
yang lalu terletak di bagian tanah garapan tergugat I, tergugat II dan tergugat 
III. Oleh karena Penggugat belum merasa diberikan jaminan kepastian 
hukum mengenai kepemilikan tanah, karena meskipun memiliki sertipikat hak 
milik atas tanah masih terjadi permasalahan dengan pihak lain yang hanya 
memiliki surat keterangan tanah. Sehingga pada tanggal 5 Februari 2013 Ir. 
Rudy Sujanto ( penggugat ) mendaftarkan kasus ini kepada bidang 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah untuk menindaklanjuti 
permasalahan sengketa guna mencari kepastian hukum.56 
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 
03/PDT.G/2013/PN.MPW bahwa ternyata pemilik Sertipikat Hak Milik 
memang tidak mengetahui secara jelas dan pasti letak tanah dan batas-batas 
tanah tersebut, pemegang surat keterangan tanah yang lebih mengetahui 
secara jelas dan pasti letak tanah, batas-batas dan keadaan fisik tanah. Serta 
telah menggali parit sebagai pembatas tanah. Setelah dilakukannya 
serangkaian sidang, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah 
Nomor : 03/PDT.G/2013/PN.MPW pihak yang menang yaitu pemegang surat 
keterangan tanah karena lebih menguasai fisik tanah dan gugatan yang 
diajukan oleh penggugat tidak jelas. Meskipun sudah tercantum dalam Pasal 
19 UUPA bahwa untuk mendapat kepastian hukum bagi pemilik sertipikat, 





namun sertipikat bukan berarti sebagai pemilik atas sebidang tanah, karena 
klusula pada Pasal 19 UUPA mengatakan bahwa setipikat adalah alat 
pembuktian yang kuat bukan mutlak, jadi setipikat berlaku selama tidak ada 
pihak lain yang membuktikan ketidakabsahannya.57  
Berdasarkan uraian sengketa diatas, terlihat surat keterangan tanah 
memiliki peranan yang cukup penting dalam pembuktian kepemilikan atas 
tanah,  walaupun, terdapat pihak dengan memiliki sertipikat yang datang 
mengklaim bahwa tanah yang dimiliki seseorang dengan hanya berdasar 
surat keterangan tanah, tidak dapat serta-merta menduduki tanah tersebut. 
Jika memang  pada faktanya, seseorang yang menguasai tanah tersebut 
dalam kurun waktu yang lama yakni 20 tahun atau lebih serta dengan itikad 
baik. 
 Pada dasarnya surat keterangan tanah melegitimasi penguasaan fisik 
atas tanah dari seseorang yang penguasaan fisiknya telah dilakukan dengan 
kurun waktu yang lama, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 20 UUPA yang 
menjelaskan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan 
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan catatan tidak adanya 
persengketaan terhadap tanah yang dikuasai dan penguasaannya fisik 
tanahnya dilakukan dengan cara itikad baik. Sehingga biasanya surat 
keterangan tanah dipakai dalam model bukti penguasaan fisik secara formal 





dalam masyarakat adat, dikarenakan masyarakat adat dalam hubungannya 
dengan tanah yang didudukinya dilakukan pengusaan fisik secara turun-
temurun disertai itikad baik.58 
Menurut penulis, surat keterangan tanah pada dasarnya sebagai 
langkah preventif Kepala Desa/ Lurah dalam mekanisme pendaftaran tanah 
ketika dokumen dalam pendaftaran sertipikat tanah tidak lengkap atau tidak 
ada  untuk mencegah hal-hal yang dikemudian hari dapat merugikan. Hal 
tersebut dikarenakan surat keterangan tanah yang diterbitkan Kepala 
Desa/Lurah mengharuskan menerapkan asas kecermatan dalam 
menerbitkannya. Akan tetapi, masyarakat adat atau desa yang pada 
umumnya memiliki hubungan dengan tanah yang didudukinya dengan 
penguasaan fisik secara turun-temurun sudah merasa aman dengan hanya 
mendapatkan legitimasi penguasaan fisik atas bidang fisik tanahnya dengan 
surat keterangan tanah. Akan lebih baik, ketika melakukan pendaftaran tanah 
yang pada akhirnya menerbitkan sertipikat sebagai alat pembuktian yang 
kuat. 
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan menjelaskan bahwa Lurah merupakan pegawai negeri sipil yang 
diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat untuk memimpin kelurahan. 
Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang 
berkedudukan di wilayah kecamatan.  Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang 





Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala desa adalah pemimpin 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat di desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Bagir Manan mengkategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang 
dilihat berdasarkan fungsinya, yakni:59 
1. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara 
langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti 
Lembaga Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan 
Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini 
disebut alat kelengkapan negara. 
2. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara 
dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga 
ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat 
ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut 
sebagai lembaga administratif. 
3. Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi 
untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini 
disebut sebagai auxili. 
Berdasarkan uraian di atas maka Kepala Desa / Lurah merupakan 
lembaga administratif, dalam artian Kepala Desa/ Lurah menjalankan urusan 
pemerintahan di daerahnya dengan tidak bertindak untuk dan atas nama 
Negara.  Kepala Desa/Lurah menjalankan urusan pemerintahan di daerahnya 
masing-masing patut mempertimbangkan asas-asas hukum yang menjadi 






dasar dalam mengeluarkan segala bentuk kebijakan, sehingga senafas 
dengan sistem pemerintahan secara utuh. 
Pada dasarnya setiap Kepala Desa/Lurah dan Camat dalam 
menerbitkan surat keterangan harus menerapkan Asas Kecermatan. Asas 
Kecermatan merupakan salah satu asas formal di dalam Asas-Asas Umum 
Pemerintahan yang baik60 (yang selanjutnya disingkat AUPB). Asas 
Kecermatan yang dimaksudkan adalah setiap Pejabat TUN disyaratkan agar 
pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh 
pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua kepentingan 
yang terkait, tidak semana-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain, 
mengakui persamaan derajat dan kewajiban antar sesama manusia dan 
kalau perlu juga mempertimbangkan kepentingan  pihak ketiga.61 
AUPB meliputi asas : a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. 
ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. 
keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.  Diuraikan 
sebagai berikut :62 
1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap 
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. 
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2. Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara 
seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan 
kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan 
masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat 
asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan 
kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan 
pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi 
yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) 
kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan 
wanita. 
3. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan 
dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau 
melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan 
mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan 
dan tidak diskriminatif.  
4. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa 
suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada 
informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas 
penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan 
sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan 
dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan 
tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. 
5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan  adalah asas yang 
mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak 
menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau 
kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian 
kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, 
dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. 
6. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk 
mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, 
dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan 
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, 
golongan, dan rahasia negara.  
7. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan 
kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, 
akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. 
8. Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan 
pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai 




Asas Kecermatan mensyaratkan bahwa pihak yang berkepentingan, 
didengar (kewajiban mendengar), sebelum Kepala Desa/lurah dan Camat 
dihadapkan pada suatu surat keterangan yang merugikan. Menurut Ateng 
Syarifrudin, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa pihak yang 
berkepentingan didengar dahulu melalui suatu hal perolehan informasi 
tentang adanya pihak yang melakukan peralihan hak atas tanah, sebelum 
mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan, bila yang 
berkepentingan memperoleh kesempatan menjelaskan. 63 
Asas Kecermatan terbagi jika dilihat dari segi segi formal dan 
materilnya. Unsur-unsur yang harus dipenuhi pada saat menerapkan asas 
kecermatan formal, antara lain suatu keputusan harus dipersiapkan dan 
diambil dengan cermat atau penuh hati-hati. Adapun dengan asas 
kecermatan materil menghendaki agar jangan sampai menimbulkan kerugian 
kepada seseorang.  Menurut Indroharto, ruang lingkup asas kecermatan 
formal adalah kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan 
keputusan, beserta yang disebut asas fair play atau sikap jujur dari instansi 
yang mengeluarkan keputusan tersebut.64 
Berdasarkan Pasal 53 UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 




 Ardian Sutedi, Op.Cit. hlm. 182 
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Negara menjelaskan bahwa orang atau badan hukum yang merasa 
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat 
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi 
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu 
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti 
rugi dan/atau direhabilitasi. Salah satu alasan yang dapat digunakan dalam 
gugatan tersebut adalah keputusan TUN telah melanggar Asas-Asas Umum 
Pemerintahan yang Baik dalam hal ini Asas Kecermatan merupakan salah 
satu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang patut di terapkan 
dalam menerbitkan surat keterangan tanah. 
B. Konsekuensi Hukum Penghapusan Surat Keterangan Tanah 
Sebagai Syarat Penyertipikatan  Tanah 
surat keterangan tanah telah dihapus sebagai syarat penyertipikatan 
tanah tepatnya pada tanggal 14 April 2016, dengan instrument hukum Surat 
Edaran 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
Masyarakat,  yang di terbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang.   Produk 
hukum dalam bentuk Surat Edaran baik sebelum maupun sesudah 
berlakunya Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Pembentukan Peratuaran Perundang-Undangan tidak dikategorikan sebagai 
peraturan perundang-undangan, karena Surat Edaran kedudukannya bukan 
sebagai peraturan perundangan-undangan, dengan demikian keberadaannya 
sama sekali tidak terikat dengan ketentuan Undang  Nomor 12 Tahun 2011 
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tentang Pembentukan Pembentukan Peratuaran Perundang-Undangan. 
Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan 
dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting 
dan mendesak.65 
Mengingat isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahuan, maka 
dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum 
sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-undangan. Oleh 
karena itu Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir 
Peraturan Menteri, Perpres atau Peraturan Pemerintah tetapi semata-mata 
hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.66 
Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena 
Surat Edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus 
dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Surat Edaran bersifat 
pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan norma . Surat Edaran tidak 
termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun muncul seperti 
peraturan namun sifatnya hanya untuk kalangan internal.67 
Prof. Maria, menjelaskan bahwa Surat Edaran dari segi materi muatan 
menjelaskan atau membuat prosedur untuk mempermudah, atau 
                                                          
65
 Di akses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18765/surat-edaran-bukan-







memperjelas peraturan yang mesti dilaksanakan. Karena sifatnya hanya 
memperjelas, maka Surat Edaran tidak boleh berbenturan apalagi 
menegasikan peraturan perundang-undangan68 
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui 
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Urutannya 
UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda 
kabupaten/kota. Tidak ada penyebutan Surat Edaran secara eksplisit. 
Norma-norma yang bersifat mengatur (regeling) dengan isi norma 
yang bersifat umum dan abstrak (general and abstrak) itu dituangkan dalam 
bentuk tertulis tertentu yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan. 
Disebut peraturan (regels) karena produk hukum tersebut memang 
merupakan hasil atau outcome dari suatu rangkaian aktifitas pengaturan 
(regeling) dan karena itu disebut sebagai peraturan, harus dibedakan dari 
produk hukum yang tidak bersifat mengatur, melainkan hanya menetapkan 
atau penetapan (beschiking) yang karenanya tidak dapat disebut sebagai 
peraturan. Produk yang bersifat penetapan (beschiking) itu dapat disebut 
sebagai ketetapan atau keputusan yang tidak berisi aturan . Isinya tidak 
boleh mengandung materi normatif yang bersifat pengaturan (regeling) dan 





karena itu, tidak dapat disebut sebagai peraturan (regels, regulations, 
legislation).69 
Jenis-jenis dan bentuk peraturan tertulis yang biasa disebut sebagai 
peraturan, regels, regulations, legislation dan bentuk- bentuk statutory 
instruments lainnya sangat beraneka ragam. Bahkan ada pula bentuk-bentuk 
khusus yang biasa disebut sebagai policy rules atau beleidsregels yang 
merupakan bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan 
sebagai peraturan perundang-undangan biasa. Misalnya, Instruksi Presiden , 
Surat Edaran yang berisi kebijakan tertentu, rancangan-rancangan program, 
kerangka acuan proyek dan sebagainya adalah contoh-contoh mengenai apa 
yang disebut sebagai policy rules yang bukan peraturan perundang-
undangan. Keanekaragaman peraturan-peraturan itu dapat dikatakan sangat 
tergantung kepada (i) tingkatan kepentingan, dan (ii) relevansi materi muatan 
yang hendak diaturnya serta (iii) lembaga yang diberi wewenang untuk 
menetapkannya menjadi peraturan yang mengikat untuk umum.70  
Surat Edaran memang bukan peraturan perundang-undangan 
(regeling), bukan pula keputusan tata usaha negara (beschikking), melainkan 
sebuah peraturan kebijakan. Terkategorikan sebagai peraturan kebijakan 
(beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu yang biasa disebut 
pseudowetgeving. 
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  Dalam pandangan  Philipus M. Hadjon, Surat Edaran dikelompokkan 
sebagai contoh peraturan kebijakan. Beleidsregel dan pseudowetgeving 
 adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun 
bukanlah peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang 
pembentuknya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-
undangan.71 
Aturan kebijakan (baik berupa surat edaran, instruksi, petunjuk 
operasional) bukan merupakan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana dinyatakan oleh Baghir Manan, mengingat badan yang 
mengeluarkan aturan kebijakan tesebut tidak memiliki kewenangan untuk 
membuat peraturan perudang-undangan. Walaupun aturan kebijakan bukan 
peraturan perundang-undangan, namun Indroharto menyatakan aturan 
kebijakan mengikat masyarakat secara tidak langsung. Sebagai kesimpulan, 
walaupun aturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan, namun 
keberadaan aturan kebijakan memberikan peluang kepada badan tata usaha 
negara untuk menjalankan kewenangan pemerintahan (diskresi) dalam 
rangka mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah 
ketinggalan zaman.72 
                                                          
71
 Di akses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran--
kerikil-dalam-perundang-undangan pada tanggal 18 Februari 2017 
72
 Lihat pendapat Ida Zuraida, S.H.,LLM, Kedudukan Aturan Kebijakan (Surat Edaran, 




Berdasarkan uraian di atas kedudukan Surat Edaran No. 
1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
Masyarakat berkedudukan sebagai Beleidsregel atau policy rules yakni 
peraturan kebijakan yang urgensitasnya sangat bergantung terhadap 
tingkatan kepentingan dalam menerbitkan Surat Edaran. Melihat dari 
dinamika ketatanegaraan pada tahun 2016 dimana Presiden Repulik 
Indonesia, Joko Widodo memberi target kepada Kementerian Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar melakukan percepatan 
pensertifikatan tanah. Sehingga pada 14 April 2016 di terbitkan Surat Edaran 
No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
Masyarakat dan pada tanggal 30 Agustus 2016 di terbitkan Permen 
ATR/BPN 28/2016. 
Berdasarkan Permen ATR/BPN 28/2016 perlu dilakukan percepatan 
penetapan hak dan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 
dalam rangka pemberian jaminan kepastian hukum. Disamping itu, juga 
diperlukan langkah-langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional  sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya untuk 
melaksanakan serta menyelesaikan masalah dan hambatan dalam 
pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah selama ini.  
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Surat Edaran No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pendaftaran Tanah Masyarakat pada dasarnya sebagai satu langkah yang 
diambil oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan. Surat 
Edaran tersebut merupakan langkah teknis atau kongkritisasi dari 
penyederhanaan proses dalam Penyertipikatan . Berdasarkan Surat Edaran 
tersebut, menjelaskan bahwa perlunya melakukan percepatan pendaftaran 
tanah dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan 
mendaftarkan tanahnya dengan mengingat masih terdapat masyarakat yang 
menguasai tanah namun tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan (alas hak) 
secara lengkap bahkan sama sekali tidak mempunyai bukti kepemilikan 
sehingga terkendala dalam permohonan pendaftaran hak atas tanahnya. 
Dalam Pasal 76 Ayat (3) Permenag No.3/1997 yang  dibutuhkan 2 syarat 
yakni surat pernyataan dari pemohon beserta dan surat keterangan dari 
Kepala Desa/Lurah beserta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang 
kesaksiannya dapat dipercaya.  
Namun, dalam Surat Edaran No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat hanya membutuhkan 1 (satu) 
syarat saja yakni surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang 
tanah dengan itikad baik dari yang bersangkutan. Surat pernyataan 
sebagaimana yang dimaksud dibuat dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) 
orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan 
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keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam 
kekerabatan vertikal maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang 
bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan menguasai bidang tanah 
tersebut  . 
Penghapusan surat keterangan tanah sebagai syarat Penyertipikatan  
merupakan langkah yang diambil oleh Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka  penyederhanaan proses 
Penyertipikatan  dan juga  untuk menjamin kepastian hukum atas hak tanah 
masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
pendaftaran tanah. Mengingat  masih terdapat masyarakat yang menguasai 
tanah namun tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan tanah (alas hak) secara 
lengkap dan bahkan sama sekali tidak mempunyai bukti kepemilikan 
sehingga terkendala dalam permohonan pendaftaran hak atas tanahnya. 
Konsekuensi dari penghapusan surat keterangan tanah dari syarat 
Penyertipikatan  tanah adalah terjadi perubahan mekanisme yang tadinya 
diperlukan surat keterangan tanah diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah ketika 
dokumen tidak lengkap atau tidak ada maka dengan adanya Surat Edaran 
No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
Masyarakat maka hanya membutuhkan surat pernyataan penguasaan fisik 
bidang tanah saja yang dimana dalam surat tersebut tidak diterbitkan oleh 
Kepala Desa/Lurah melainkan dari pemohon sendiri yang menerbitkan 
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makanya yang tercantum hanyalah nama jelas dari pemohon dan dibubuhi 
materai Rp.6000 beserta nama saksi-saksi. 
Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah juga mensyaratkan 
bahwa tanah yang dikuasai oleh pemohon tidak dijadikan jaminan utang, 
tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah/Pemerintah Daerah dan tidak 
berada dalam kawasan hutan. Dalam surat tersebut juga mencantumkan 
ketentauan pidana dan perdata apabila dikemudian hari terdapat unsur-unsur 
yang tidak benar dalam surat tersebut maka pemohon bersedia bertanggung 
jawab dan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta tidak 
melibatkan pihak lain. Selain itu, dalam surat tersebut pemohon bersedia 
pembatalan sertipikat yang diterima oleh pejabat yang berwenang. 
Keterangan dari Dg. Raupong  yang membuat surat pernyataan 
penguasaan fisik bidang tanah sebagai dokumen penguat karena tidak 
lengkapnya dokumen alas hak untuk mendaftarkan haknya, penguasaan fisik 
atas sebidang tanahnya seluas  ± 1.400 m2  (seribu empat ratus meter 
persegi) terletak di Jl. Kemerdekaan KM.15 RT.001 RW.002 Kel.Daya 
Kec.Biringkanaya Kota Makassar dengan batas-batas sebelah utara H.Yusuf 
Juma, sebelah timur Dg. Raupong, sebelah selatan Dg. Raupong, Sebelah 
barat H. Mulyadi. Dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanahnya, 
Dg Raupong yang sehari-harinya bekerja sebagai petani/ pekebun telah 
menguasai tanah tersebut secara turun-menurun dan memanfaatkannya 
66 
 
sebagai area perkebunan miliknya. Dg Raupong juga menyatakan  surat 
tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat tanpa ada 
tekanan/paksaan dari pihak manapun dan kesediaannya bertanggung jawab 
sesuai dengan hukum ketika surat pernyataan tersebut tidak benar.73 
Demikian juga dengan Saharia, warga Kelurahan Parang Tambung 
yang bertempat tinggal di Dg Tata Ujung RT.005 RW.002, membuat surat 
Pernyataan Penguasaan Tanah dalam rangka mendapatkan legalitas dan 
penguatan terhadap penguasaan fisik tanah tersebut. Awalnya Tanah yang 
seluas 165m2 (seratus enam puluh lima meter persegi) itu merupakan tanah 
yang dikuasai oleh orang tuanya Alm. Dg. Busa dan Alm. Saka dan karena 
Saharia merupakan anak satu-satunya  maka penguasaan fisik tanah 
tersebut dalam penguasaanya sampai sekarang. Tanah tersebut memiliki 
batas-batas; sebelah utara tanggul, sebelah timur saharia, sebelah selatan 
jalan dan sebelah barat tanggul. Pada dasarnya Saharia berkenaan 
memperluas area rumahnya dengan memanfaatkan tanah tersebut. .74 
Konsekuensi hukum dengan terbitnya Surat Edaran No. 
1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
Masyarakat maka surat keterangan tanah sudah tidak lagi menjadi salah satu 
persyaratan dalam proses Penyertipikatan  tanah dan juga  Kepala 
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Dg. Raupong, Wawancara, Makassar, 25 Februari 2017 
74
 Saharia, Wawancara, Makassar, 3 Mei 2017 
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Desa/Lurah sebagai pejabat TUN  tidak lagi memiliki kewenangan dalam 
menerbitkan produk hukum berupa surat keterangan tanah. 
Berdasarkan Surat Edaran No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat maka terjadi perubahan 
mekanisme dalam Penyertipikatan  tanah. Dalam hal ketika pemohon 
sertipikat memiliki dokumen persyaratan kurang lengkap atau tidak ada sama 
sekali maka surat keterangan tanah dan surat pernyataan tidak lagi 
diperlukan melainkan surat pernyataan fisik bidang tanah. 
Surat keterangan tanah pada umumnya diterbitkan untuk penguatan 
atau legitimasi penguasaan fisik tanah seseorang, tanah yang dimaksud 
adalah tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang 
dimanfaatkan dan dikuasaai secara fisik oleh seseorang untuk beraktifitas 
diatasya misalnya berkebun, makanya tanah tersebut biasa dikenal dengan 
istilah tanah garapan. Tanah garapan tersebut biasanya dibuatkan surat 
keterangan tanah yang dibubuh tanda tangan RT/RW yakni orang yang 
dianggap mengetaui lokasi. Surat keterangan tanah yakni sebagai bukti 
penguasaan fisik dapat dialihkan hak penguasaannya dengan di buatkan 
surat peralihan hak yang dibubuhi tanda tangan Lurah dan Camat, dalam 
kasus ketika seseorang ingin menaikkan haknya  menjadi hak milik, maka 
surat peralihan hak tersebut dapat menjadi dasar dalam penerbitan sertipikat  
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oleh BPN dengan disertai rekomendasi pemerintah daerah dikarenakan awal 
mula status tanah tersebut adalah tanah negara.75 
Ketika  surat keterangan tanah dihapus dari syarat penyertipikatan 
tanah dan digantikan dengan surat penguasaan fisik bidang tanah itu tidak 
masalah dikarenakan dalam format surat penguasaan fisik juga 
mencantumkan batas-batas tanah yang menjadi dasar dan selama batas-
batas tanah tersebut yakni tetangga mengakui penguasaan fisik tanah 
tersebut oleh si A misalnya. Dalam hal alasan, bahwa penghapusan surat 
keterangan tanah sebagai syarat pensertipikatan tanah dalam rangka 
mempercepat proses penyertipikatan  tanah itu kurang tepat, karena faktanya 
pengurusan akta itu hanya memakan waktu 3 (tiga) hari atau paling lama 7 
(tujuh) hari selama tidak ada sanggahan atau orang lain yang menuntut tanah 
tersebut.76 
Pada dasarnya surat keterangan tanah merupakan surat yang 
diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan surat pernyataan dari 
pemohon yang menjelaskan kebenaran penguasaan tanah seseorang. 
Mengenai surat keterangan tanah sebagai syarat penyertipikatan tanah 
merupakan hal yang  cukup dilematis, dikarenakan terkait permasalahan 
pertanggungjawabannya. Ketika seseorang yang ingin melakukan 
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Hasil Wawancara Penulis, H. Abdul Rahman Dg  Sikki,  Staf PPAT, Kantor  Camat 





pengurusan dokumen serpikat dan dokumennya kurang lengkap maka 
Kantor Pertanahan biasanya meminta dokumen penguat dari Kepala 
Desa/Lurah yang menjaskan bahwa benar tanah tersebut adalah tanah 
miliknya sedangkan pihak Lurah khususnya tidak mengetahui secara persis 
pemilik tanah tersebut, hal tersebut dipengaruhi oleh  perpindahan penduduk 
(misalnya transmigrasi atau urbanisasi) atau bukan penduduk asli dan orang 
tersebut biasanya meminta surat keterangan tanah. Di satu sisi pihak Lurah 
tidak bisa serta-merta membuat surat tersebut tapi disisi yang lain pemohon 
tersebut seringkali mendesak dengan alasan waktu pengurusan yang lama.77 
 Pengurusan dokumen-dokumen sertipikat di Kantor Desa/Lurah pada 
dasarnya tidak membutuhkan waktu yang lama jikalau dokumen itu lengkap 
pasti langsung diproses. Hal yang diperlukan dalam mendukung proses 
penyertipikatan tanah adalah indikator atau patokan yang seharusnya dibuat 
oleh BPN tentang dokumen apa saja dan bagaimana saja yang bisa 
dilegalisir, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman masyarakat terhadap 
instansi Kantor Desa/Lurah jika tidak memproses dokumen yang tidak sesuai 
standar, karena hal tersebut menjadi cukup dilematis ketika diperhadapkan 
dengan masyarakat yang seringkali mendesak untuk diterbitkan surat 
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 Wawancara Penulis, Yudistira, Lurah,Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan  Tamalate, 
Kota Makassar, pada Tanggal  4 Mei 2017, Pukul 14:15  WITA 
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keterangan tanah namun pertimbangan pertanggungjawaban resiko yang 
cukup besar yang Kepala Desa/Lurah tanggung.78  
Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah pada dasarnya 
hampir sama dengan surat keterangan tanah yang dimana terbitnya surat 
tersebut berdasar atau menunjuk surat pernyataan dari pemohon hanya saja 
dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dibuat oleh pemohon 
dan menempatkan Kepala Desa/Lurah sebagai saksi sedangkan surat 
keterangan tanah menempatkan Kepala Desa/Lurah sebagai personifikasi 
lembaga yang menerbitkan surat keterangan. Terbitnya Surat Edaran No. 
1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
Masyarakat pada dasarnya menyederhanakan proses Penyertipikatan  
dengan cara pemohon cukup membuat surat pernyataan penguasaan fisik 
bidang tanah dengan format yang telah ditentukan berdasarkan Surat Edaran 
tersebut.79 
Menurut penulis surat pernyataan fisik bidang tanah memiliki 
karakteristik yang hampir sama dengan surat keterangan tanah. Namun, 
ketika kita melihat pada implikasi hukum yang ditimbulkan dari keduanya itu 
berbeda. Hal tersebut dikarenakan surat keterangan tanah diterbitkan oleh 
Kepala Desa/ Lurah sedangkan surat penguasaan bidang fisik tanah 




 Hasil Wawacanra penulis, M. Thamrin, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, Kantor 
Pertanahan Kota Makassar, pada Tanggal 23 Februari 2017, Pukul 11:15 WITA. 
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ditebitkan oleh pemohon. Maka dari itu, ketika terdapat kekeliruan dalam 
pembuatan surat keterangan tanah yang menimbulkan kerugian bagi pihak-
pihak yang berkepentingan, Kepala Desa/ Lurah selaku pejabat TUN yang 
mennerbitkan produk hukum tersebut wajib bertanggung jawab. Lain halnya 
dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang merupakan 
diluar  Kepala Desa/Lurah  untuk menerbitkan produk hukum tersebut maka 
dari itu Kepala Desa/Lurah tidak bertanggung jawab ketika dikemudian hari 
terdapat kekeliruan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan. 
Surat Edaran No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pendaftaran Tanah Masyarakat merupakan instrument hukum yang 
menghapus surat keterangan tanah yang menjadi salah satu persyaratan 
dalam proses Penyertipikatan  tanah. Surat keterangan tanah memiliki 
landasan hukum Permenag Nomor 3/1997 , meskipun Surat Edaran No. 
1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
Masyarakat dan Permenag Nomor 3/1997 keduanya produk hukum 
Kementerian Agraria akan tetapi keduanya merupakan produk hukum yang 
tidak sama. Seharusnya penghapusan surat keterangan tanah sebagai syarat 
Penyertipikatan  tanah yang memiliki landasan hukum Peraturan Menteri 






A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Kedudukan hukum surat keterangan tanah dari Kepala Desa/Lurah 
sebagai syarat sertipikat tanah adalah dokumen pelengkap yang 
berfungsi sebagai instrument penguat ketika syarat dokumen asli 
tidak lengkap atau tidak ada sama sekali yang mekanismenya telah 
diatur dalam Permenag No.3/97. 
2. Konsekuensi hukum dihapuskannya surat keterangan tanah 
sebagai syarat dalam pensenyertipikatan tanah adalah terjadi 
perubahan mekanisme dalam pensertipikatan tanah. Berdasarkan 
Surat Edaran No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pendaftaran Tanah Masyarakat, jadi, ketika pemohon sertipikat 
memiliki dokumen persyaratan kurang lengkap atau tidak ada sama 
sekali seperti yang telah diatur dalam Permenag No.3/97, maka 
surat keterangan tanah dan surat pernyataan tidak lagi diperlukan 
melainkan surat pernyataan fisik bidang tanah. Surat pernyataan 
fisik bidang tanah memiliki karakteristik yang hampir sama dengan 
surat keterangan tanah. Namun, ketika dikaitkan pada implikasi 
hukum yang ditimbulkan dari keduanya itu berbeda. Hal tersebut 
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dikarenakan surat keterangan tanah diterbitkan oleh Kepala Desa/ 
Lurah sedangkan surat penguasaan bidang fisik tanah ditebitkan 
oleh pemohon. Maka dari itu, ketika terdapat kekeliruan dalam 
pembuatan surat keterangan tanah yang menimbulkan kerugian 
bagi pihak-pihak yang berkepentingan, Kepala Desa/Lurah selaku 
pejabat TUN yang menerbitkan produk hukum tersebut wajib 
bertanggung jawab. Lain halnya dengan surat pernyataan 
penguasaan fisik bidang tanah yang bukan merupakan produk 
hukum yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah, maka dari itu, 
Kepala Desa/Lurah tidak bertanggung jawab ketika dikemudian 
hari terdapat kekeliruan sehingga menimbulkan kerugian bagi 
pihak-pihak yang berkepentingan. Surat keterangan tanah pada 
dasarnya produk hukum yang lahir dari pejabat TUN, dalam hal ini 
Kepala Desa/Lurah, yang berfungsi sebagai instrument hukum 
yang menegaskan status penguasaan fisik atas tanah seseorang, 
sehingga surat keterangan tanah bersifat lebih faktual dan objektif 










Berdasarkan dari kesimpulan tersebut maka penulis menyimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Diharapkan pemerintah lebih mensosialisasikan mekanisme dan 
syarat-syarat penyertipikatan tanah lebih khususnya kepada 
masyarakat pedesaan yang kurang memiliki bukti-bukti tertulis 
dalam pembuktian kepemilikan atas tanahnya. 
2. Kebijakan pemerintah dengan semangat percepatan 
penyertipikatan tanah baiknya tetap memperimbangkan kepastian 
hukum, maka dari itu seharusnya, terdapat riwayat tanah sebagai 
dokumen lampiran surat keterangan tanah dalam pengurusan 
sertipikat tanah,  bukan dengan menghapus surat keterangan 
tanah yang bersifat faktual dan objektif berdasarkan pada data, 
dengan alasan semangat percepatan penyertipikatan tanah dan 
menggantikan dengan surat penguasaan bidang fisik atas tanah 
yang bersifat lebih subjektif dan lebih memiliki potensi untuk 
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